
SEKRETARISJENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

I SALINAN I 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  21 TAHUN 2022 

TENTANG 

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk menegakkan disiplin pegawai Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

diperlukan kode etik dan kode perilaku;

b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun

2019 ten tang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan

perkembangan organisasi dan nilai�nHai dasar aparatur

sipil negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
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BAB IV 

TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN LAPORAN 

PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pelaporan 

Pasal 13 

( 1) Masyarakat dan/ atau Pegawai dapat menyampaikan

laporan jika mengetahui dugaan Pelanggaran Kode

Etik dan Kode Perilaku.

(2) Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku diterapkan

dengan ketentuan:

a. Pegawai diduga tidak menjalankan kewajiban Kode

Etik dan Kode Perilaku; atau

b. Pegawai diduga melanggar Kode Etik dan Kode

Perilaku.

Pasal 14 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

( 1) disam paikan melalui:

a. surat;

b. surat elektronik ( emaiij;

c. sistem aplikasi pengaduan Sekretariat Jenderal

DPR RI dan/ atau sistem aplikasi pengaduan lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

e. hasil penyelidikan aparat penegak hukum;
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f. laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan/atau

g. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat

diterima oleh:

a. unit kerja yang membidangi pengawasan internal;

b. PPK;

c. unit kerja yang membidangi manajemen kinerja;

d. atasan langsung terlapor; dan/ atau

e. unit kerja yang membidangi pengaduan 

masyarakat.

(3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada sekretariat Majelis.

Pasal 15 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. ringkasan Pelanggaran Kode Etik dan Kode

Perilaku;

b. waktu dan tempat kejadian;

c. bukti dokumen, rekaman visual maupun lisan

dan / a tau saksi; dan

d. identitas Pelapor dan Terlapor.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat

dilakukan oleh:

a. perorangan; dan/ atau

b. kelompok atau organisasi.

(3) Dalam hal Laporan berasal dari perorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, identitas

Pelapor dilengkapi dengan kartu tanda penduduk.
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(4) Dalam hal Laporan berasal dari kelompok atau

organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, identitas Pelapor dilengkapi dengan:

a. akta notaris;

b. struktur organisasi; atau

c. anggaran dasar / anggaran rumah tangga.

Pasal 16 

Setiap Pelapor yang menyampaikan laporan berhak: 

a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;

dan

b. mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas identitas

diri Pelapor.

Bagian Kedua 

Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kade 

Perilaku 

Paragraf 1 

Pengelolaan 

Pasal 17 

( 1) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (3) adalah unit kerja yang membidangi

manajemen kinerja.

(2) Sekretariat Majelis mempunyai tugas:

a. menerima laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik

dan Kode Perilaku;
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(3) Dalam hal informasi dalam laporan telah dinyatakan

lengkap, sekretariat Majelis membuat tanda terima

laporan dan disampaikan kepada Pelapor.

(4) Tanda terima laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibuat dalam Format I sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Sekretari� Jenderal ini.

Pasal 20 

Laporan yang sudah dinyatakan lengkap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan kepada 

PPK dan dicatat dalam buku registrasi. 

BABV 

MAJELIS 

Pasal 21 

PPK membentuk Majelis setelah menerima laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

Pasal 22 

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

bersifat tidak tetap ( ad hoc) dan dibentuk untuk

melakukan penegakan pelaksanaan serta

menyelesaikan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan

Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.

(2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris

Jenderal.
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Sekretariat J enderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan 

2. Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Sekretariat

J enderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia;

dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 60 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 November 2022 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.
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LAMPIRAN 
PERATURAN SEKRETARISJENDERAL 
NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG 
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU 
PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN 
REPUBLIK INDONESIA 

RAKYAT 

FORMAT I TANDA TERIMA LAPORAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

TANDA TERIMA LAPORAN 

Tanggal Laporan Pengaduan 

Nomor laporan * 

Nama 

Alamat 

Pekerjaan 

Nomor Telp/HP 

Cara Pengajuan Laporan * 

Dsurat Dtemuan BPK Dlainnya 

□ surel/ e-mail Dhasil sidik penegak hukum 

□ sistem aplikasi pengaduan

Penerima 

(nama lengkap) 

Keterangan 
* Diisi oleh Penerima

□laporan pejabat/pegawai

** Pilih salah satu dengan memberi (✓)

Pelapor 

(nama lengkap) 

21
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TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PRILAKU 

TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS 

MEMUTUSKAN: 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah Majelis pada hari ... , 

tanggal ... bulan ... tahun ... oleh Majelis yang terdiri dari ... masing-masing 

sebagai anggota Majelis dan dibacakan pada hari ... bulan ... tahun .... 

KETUA MAJELIS 

ANGGOTA MAJELIS ANGGOTA MAJELIS 





Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN SANKSI 

PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ATAS NAMA 

Menetapkan bahwa Saudara/Saudari ___ .NIP ___ telah terbukti 

melanggar ketentuan Pasal __ Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor _ Tahun _ tentang Kode 

Etik dan Kode Perilaku Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Kode 

Etik dan Kode Perilaku Nomor __ tanggal __ . 

Menetapkan sanksi _________________ _

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan 

diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Para Deputi, Kepala Sadan Keahlian, dan lnspektur Utama

Sekretariat Jenderal DPR RI;

2. Para lnspektur, Kepala Biro/Pusat (unit kerja pegawaij di

Sekretariat Jenderal DPR RI;

3. Kepala Bagian: (unit kerja pegawai), Manajemen Kinerja dan

lnformasi ASN, Perencanaan dan Pola Karir ASN,

Pertimbangan dan Dokumentasi lnformasi Hukum;

4. Pegawai yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 

pad a tanggal .... 

SEKRETARIS JENDERAL, 

ttd 

NAMA LENGKAP 
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FORMAT IV KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK BERSALAH 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: ... /SEKJEN/ ... 

TENTANG 

PERNYAT AAN TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN 

KOOE PERILAKU ATAS NAMA ________ _ 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama __ , NIP. __ telah 
dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kade Etik dan Kade 
Perilaku berdasarkan Putusan Majelis Kade Etik Nomor _ Tanggal _; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor ___ Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan
pemyataan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kade Etik dan Kade
Perilaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemyataan Tidak
Terbukti Melakukan Pelanggaran Kade Etik dan Kade Perilaku;

Mengingat 1. _______________________ _

2. ------------------------

___________ dst ___________ _



Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN SANKSI 

PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ATAS NAMA 

Menetapkan bahwa Saudara/Saudari 
______ .NIP _____ telah terbukti melanggar ketentuan 

Pasal __ Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor _ Tahun _ tentang �ode Etik dan Kode 

Perilaku Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode 

Perilaku Nomor __ tanggal __ . 

Menetapkan sanksi _________________ _

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan 

diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Para Deputi, Kepala Sadan Keahlian, dan lnspektur Utama

Sekretariat Jenderal DPR RI;

2. Para lnspektur, Kepala Biro/Pusat (unit kerja pegawai) di

Sekretariat Jenderal DPR RI;

3. Kepala Bagian: (unit kerja pegawaij, Manajemen Kinerja dan

lnformasi ASN, Perencanaan dan Pola Karir ASN,

Pertimbangan dan Dokumentasi lnformasi Hukum;

4. Pegawai yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal ___ _ 

SEKRET ARIS JENDERAL, 

ttd 

NAMA LENGKAP 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

ttd.




